
 

 

SKRIPSI 

 

PENERTIBAN TERHADAP IZIN KLINIK KESEHATAN DI PT. MITRA KERINCI 

(PTMK) SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

 

Oleh : 

VONNY ADELA 

1310112028 

 

 

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara 

 

 

 

 

 

 

 

Pembimbing : 

Hj. Sri Arnetti, S.H, M.H  1958110851984032001 

Darnis, S.H, M.H   196202151989012001 

 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG 

2017 



 

 

Penertiban Terhadap Izin Klinik Kesehatan di PT. Mitra Kerinci (PTMK) Sangir 

Kabupaten Solok Selatan 

 (Vonny Adela, BP 1310112028, Hukum Administrasi Negara (PK VIII), Pembimbing 

Hj. Sri Arnetti, S.H, M.H dan Darnis, S.H, M.H, 57 halaman) 

ABSTRAK 

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian 

yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. 

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk 

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan 

kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Sesuai dengan kewajiban 

daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu menyediakan fasilitas pelayanan 

kesehatan maka salah satu objek pengawasannya yaitu Klinik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang 

Klinik, Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan / atau spesialistik, 

diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenanga kesehatan dan dipimpin oleh seorang 

tenaga medis. Untuk mendirikan dan menyelenggarakan klinik harus mendapat izin dari 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan 

Kabupaten/Kota. Sesuai dengan bukti yang ditemukan dilapangan terdapat satu klinik di 

daerah Kabupaten Solok Selatan yaitu Klinik PT. Mitra Kerinci yang mendirikan sebuah 

klinik tanpa memiliki izin klinik, izin operasional klinik dan izin praktek tenaga medis baik 

itu dokter, perawat dan bidan. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana Penertiban 

terhadap Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Medis dan Apakah Kendala yang dialami Klinik 

PT. Mitra Kerinci sehingga tidak mengurus izin. Metode penelitian yang digunakan adalah 

yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer 

dan sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan terhadap Penertiban yang 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Medis. Dinas 

Kesehatan sudah memberikan surat peringatan kepada pihak klinik yang meminta agar pihak 

klinik untuk segera mengurus seluruh perizinan yang diperlukan, namun pihak klinik lebih 

memilih menutup sendiri kliniknya dan menhentikan kegiatan operasional di klinik tersebut. 

Pihak Klinik juga memberikan alasan bahwa perusahaannya tidak memiliki biaya yang cukup 

untuk mendirikan sebuah klinik yang mengharuskan untuk membayar tenaga dokter, tenaga 

perawat dan tenaga bidan serta mendirikan bangunan klinik sesuai dengan standar yang 

ditentukan.  
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